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RINGKASAN 

ANALISIS iYURIDIS iKEKUATAN iPEMBUKTIAN iKETERANGAN iSAKSI 

iTESTIMONIUM iDE iAUDITU iDALAM iHUKUM iACARA iPIDANA iINDONESIA 

iPASCA iPUTUSAN iMAHKAMAH iKONSTITUSI iNOMOR i65/PUU-VIII/2010 

Lavarizky Alfarizah 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

Pada skripsi ini, penyusun mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Kekuatan 

Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Pilihan tema tersebut 

dilatarbelakangi oleh ditemukannya beberapa putusan terkait testimonium de auditu pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 

sebagai berikut; Bagaimana kesesuaian ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide 

iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010 idengan 

iketentuan iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP)? Bagaimana 

kekuatan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu ipasca iputusan 

iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan 

pendekatan konsep, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus hukum. Bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang 

dipergunakan melalui metode studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekuatan pembuktian iketerangan isaksi 

itestimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu 

perkara pidana di Indonesia. 

Kata Kunci: Testimonium de Auditu, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi. 
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SUMMARY 

ANALISIS iYURIDIS iKEKUATAN iPEMBUKTIAN iKETERANGAN iSAKSI 

iTESTIMONIUM iDE iAUDITU iDALAM iHUKUM iACARA iPIDANA iINDONESIA 

iPASCA iPUTUSAN iMAHKAMAH iKONSTITUSI iNOMOR i65/PUU-VIII/2010 

Lavarizky Alfarizah 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

In this thesis, the authors raise the issue of Juridical Analysis of the Strength of Proof 

of Witness Testimonium de Auditu in Indonesian Criminal Procedure Law Post Constitutional 

Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010. The choice of theme was motivated by the 

discovery of several decisions regarding testimonium de auditu following the Constitutional 

Court decision Number 65/PUU-VIII/2010. 

Based on this background, this paper raises the following problem formulation; How 

is the suitability of the proof of testimony and testimony of ideas in the post-decision of the 

Constitutional Court Number i65/PUU-VIII/2010 with the provisions of the Book of Law of 

Criminal Procedures (KUHAP)? What is the strength of the proof of testimony of testimonies 

of ideas in the audit after the decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-

VIII/2010? 

This research is a normative juridical law research using a conceptual approach, 

statutory approach, and case law approach. The legal materials used in this study consist of 

primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with legal 

material collection techniques used through the library study method. 

The results of this study indicate that the evidentiary strength of the testimony of 

testimonium de auditu witnesses after the Constitutional Court decision Number 65/PUU-

VIII/2010 does not have the strength of the judge's consideration in deciding a criminal case 

in Indonesia. 

Keywords: Testimonium de Auditu, Strength of Proof, Witness Statement. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia 

menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, 

tanpa adanya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan.2 Indonesia negara yang 

menjunjung tinggi nilai – nilai aturan iberdasarkan Pancasila. Pasal i1 iayat (3) 

Undang - Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 

menegaskan ibahwa Indonesia ialah inegara ihukum.3 Di dalam hukum positif 

Indonesia, manusia ditempatkan sebagai subjek hukum. Subjek Hukum 

merupakan pendukung antara hak dan kewajiban yang disebut orang.4 

Testimonium de Auditu adalah sebuah kesaksian yang diperoleh penjelasan 

dari orang lain, dan secara tidak langsung kesaksiannya diperoleh hanya 

dengan mendengarkan dari orang lain atau tidak merupakan saksi mata dari 

kejadian itu sendiri. Dari sistem aturan iIndonesia, ifakta isaksi itestimonium 

ide iauditu itidak mempunyai inilai ipembuktian, ibaik idalam iproses iperdata 

imaupun ipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana i(KUHAP) 

itidak imenyebut kata itestimonium ide iauditu.  

 
       2 Fitria Dewi Navisa, Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi 

Di Era Digital4.0, 

https://umelmandiri.ac.id/journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/92, 2024. 

       3 Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana 

Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, 

https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN

_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-

UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM ,  Juli 2022. 

        4 Fitria Dewi Navisa, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam 

Pewarisan, 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cP4WUmQAAAAJ&c

itation_for_view=cP4WUmQAAAAJ:UebtZRa9Y70C, 2022. 

https://umelmandiri.ac.id/journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/92
https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM#:~:text=Kajian%20ini%20membahas%20tentang%20Analisis%20Perbandingan%20Hukuman%20Terhadap,dalam%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20%28KUHP%29%2C%20danhukum%20Islam
https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM#:~:text=Kajian%20ini%20membahas%20tentang%20Analisis%20Perbandingan%20Hukuman%20Terhadap,dalam%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20%28KUHP%29%2C%20danhukum%20Islam
https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM#:~:text=Kajian%20ini%20membahas%20tentang%20Analisis%20Perbandingan%20Hukuman%20Terhadap,dalam%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20%28KUHP%29%2C%20danhukum%20Islam
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cP4WUmQAAAAJ&citation_for_view=cP4WUmQAAAAJ:UebtZRa9Y70C
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cP4WUmQAAAAJ&citation_for_view=cP4WUmQAAAAJ:UebtZRa9Y70C
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Hal ini biasanya sudah diketahui sebagian dari pihak serta pejabat 

terkait seluruh proses pemeriksaan terhadap alat bukti dan tidak banyak hal 

yang mengakibatkan masalah pada penerapannya di Tingkat persidangan. 

Sedangkan alat bukti berupa keterangan terdakwa terkadang masih 

menimbulkan beberapa persoalan, antara lain persoalan keberadaannya yang 

dianggap menjadi alat bukti sah atau persoalan dengan nilai pembuktian serta 

dapat diterapkan di pengadilan, dan persoalan dengan ketetapan alat bukti 

yang paling akhir dimuat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang 

Hukum Acara Pidana. 

Tujuan idari ihukum iacara ipidana iadalah iuntuk imencari ikebenaran 

materiil. iSesuai idengan ipedoman ipelaksanaan iKitab iUndang i– iUndang 

Hukum iAcara iPidana (KUHAP), ikebenaran imateriil iadalah ikebenaran 

yang ilengkap idari isuatu iperkara ipidana idengan imenerapkan iketentuan 

hukum iacara ipidana isecara ijujur idan itepat idengan itujuan imencari 

siapakah ipelaku iyang idapat ididakwakan imelakukan isuatu ipelanggaran 

hukum, iyang iselanjutnya idilakukan ipemeriksaan idan imenerima iputusan 

dari ipengadilan iguna imembuktikan iapakah iterbukti imelakukan 

suatuitindak ipidana idan iorang itersebut idapat idipersalahkan.5  

Pasal i1 iangka i26 iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara iPidana 

(KUHAP) imembatasi ibahwa isaksi iialah iorang iyang idapat imemberikan 

keterangan iguna ikepentingan ipenyidikan, ipenuntutan idan iperadilan 

tentang isuatu iperkara ipidana iyang ididengar isendiri, idilihat isendiri idan 

dialami isendiri. iLarangan ipenggunaan iketerangan isaksi itestimonium ide 

 
       5 Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. h 7-8. 
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auditu isebagai ialat ibukti idalam iaturan iacara ipidana idiatur ilebih iketat 

dibandingkan imenggunakan ipenggunaan iketerangan isaksi itestimonium ide 

auditu idalam iaturan iacara iperdata, ikarena ipendapat idan ifitnah ihanya 

diperoleh idari ipikiran ibukan iberita isaksi imata.6  

Namun ialat ibukti isaksi isemakin iberkembang iseiring idengan 

berkembangnya ipengetahuan imasyarakat idi ibidang ihukum, isehingga 

berdampak ipada ipraktik iperadilan idi iIndonesia isaat iini imengenal adanya 

saksi itestimonium ide iauditu.7 iDalam ipersidangan iberlaku isyarat i– isyarat 

untuk imenjadi iseorang isaksi, iyaitu ikecakapan ipikiran idari iorang iyang 

bersangkutan. iApabila iada iorang iyang itidak ilayak imenjadi isaksi, imaka 

keterangannya itidak idijadikan ialat ibukti iketerangan isaksi. 

Dalam melakukan sebuah tahapan proses pembuktian hakim dengan 

alat bukti yang sah serta sudah diatur dalam Undang – Undang maka sebelum 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan perkara, pihak pengadilan harus 

melakukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu yang mana dalam melakukan 

pemeriksaan tersebut harus diperhatikan secara terperinci dan teliti sebelum 

masuk dalam tahapan proses penjatuhan putusan.  

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai satu dari landasan sebuah negara yang berprinsip hukum menyatakan 

bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di Indonesia ialah kekuasaan yang 

berbeda atau terpisah dengan lembaga (baik itu DPR maupun Presiden 

sekalipun). Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas terselenggaranya 

 
       6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 185 

ayat 5. 

       7 M. Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan 

dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. h 661. 
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suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan artian 

memiliki kebebasan yang independen. Melalui suatu kekuasaan atas kekuatan 

penyelenggaraan keadilan lain bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan 

keadilan.8 Pada itahun i2011, Mahkamah Konstitusi (MK) isebagai ipelaku 

kekuasaan ikehakiman sebagaimana dimaksud idalam iUUD iNegara 

Republik iIndonesia imelalui iPutusan iNomor i65/PUU-VIII/2010 melakukan 

reformasi idengan imengabulkan ipermohonan ipengujian iPasal i1 iangka i26 

dan 27. iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1981 itentang iKitab Undang-

undang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP). 

Pada intinya ketentuan ini menyatakan bahwa hakim harus 

mendasarkan penjatuhan pidana kepada terdakwa pada syarat - syarat hukum 

yang dijadikan sebagai alat bukti, yaitu setidaknya dengan dua alat bukti sah 

dalam proses persidangan dan benar – benar yakin bahwa terdakwa 

melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tahap pemeriksaan pada 

persidangan mengenai pembuktian ini sangatlah penting, sebab pembuktian 

yang dapat menentukan nasib terdakwa dalam proses persidangan. Jika alat 

bukti sesuai ketetapan oleh undang – undang masih dianggap belum 

mempunyai syarat pembuktian dalam hal memberikan bukti terhadap 

kesalahan yang telah dibuat terdakwa, maka terdakwa mendapatkan kebebasan 

sanks yang telah diberikan. Namun, jika ditetapkan bahwa terdakwa bersalah 

atas perbuatan tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum 

sesuai dengan perbuatan.  

 
       8 Fitria Dewi Navisa, Analisis Pelaksanaan Putusan Terhadap Kepala Desa Dalam Kasus 

Narkoba Dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara, 

https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4472, 2023. 

https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4472
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Putusan iMahkamah iKonstitusi (MK) itersebut imengubah kedudukan 

isaksi itestimonium ide iauditu idari itidak imempunyai ikekuatan pembuktian 

imenjadi imempunyai ikekuatan iyang ikuat idi ipengadilan iatau sekuat ialat 

ibukti isaksi ipada iumumnya. iMeskipun isaksi itestimonium ide auditu itelah 

imendapatkan ipengakuan isebagai isalah isatu ialat ibukti keterangan isaksi, 

inamun idalam ipraktek ipersidangan imasih iterdapat penolakan iterhadap 

iketerangan itestimonium ide iauditu, isehingga itidak menjadi ipedoman ibagi 

ihakim ikarena ihakim itidak iyakin iakan ikebenaran tindak ipidana itersebut, 

isehingga iterdakwa idinyatakan ibersalah.  

Misalnya isaja idalam ikasus ipemerkosaan ianak idi iKabupaten iAceh 

Besar, iterdakwa iadalah iayah ikandung idan ipaman idari ianak ikorban. 

Pada isidang itingkat ipertama iMahkamah iSyar’iyah iJantho, iseluruh ialat 

bukti itermasuk isaksi itestimonium ide iauditu iyang idiajukan iJaksa 

Penuntut iUmum itelah iditerima, idipelajari idan idipertimbangkan ioleh 

Majelis iHakim isehingga iterdakwa idivonis i180 (seratus idelapan ipuluh) 

bulan penjara. iNamun iterdakwa ikemudian imengajukan ibanding dan 

iMajelis iHakim iPengadilan iSyariah iAceh imemutuskan iterdakwa tidak 

bersalah idan imenyatakan ibahwa iseluruh ibukti itermasuk iketerangan isaksi 

testimonium ide iauditu iyang idiajukan Jaksa iPenuntut iUmum itidak 

membuktikan ibahwa iterdakwa imelakukan itindak ipidana iperkosaan. 

Dalam ihal iini ipertimbangan ihakim imenjelaskan ibahwa keterangan 

yang idiberikan isaksi ibukan ikarena isaksi imelihat iatau imengalami sendiri, 

melainkan iberasal idari iketerangan iorang ilain. Majelis Hakim iberpendapat 



6 
 

 
 

keterangan ipara isaksi imerupakan itestimonium ide iauditu.9 iHakim idalam 

mempertimbangkan isegala isesuatu itentang ibersalah iatau itidaknya 

terdakwa, iterikat ipada iadanya ialat ibukti. iMenurut iUndang-Undang 

Nomor i8 iTahun i1981 itentang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP), ialat 

buktinya itercantum idalam iPasal i184 iayat (1). iDi iluar ipasal iini itidak 

dapat idijadikan ialat ibukti iyang isah. 

Apabila iketentuan iPasal i183 iKUHAP idikaitkan idengan iberbagai 

alat ibukti, imaka iterdakwa ihanya idapat idipidana ijika ikesalahannya idapat 

dibuktikan idengan ipaling isedikit idua ialat ibukti. iSehingga ialat ibukti 

minimal iyang idapat idianggap icukup iuntuk imembuktikan ikesalahan 

terdakwa iadalah isekurang-kurangnya iatau isekurang-kurangnya idibuktikan 

dengan idua ialat ibukti iyang isah iuntuk imembuktikan ikesalahan 

terdakwa.10 

Ketentuan idalam iPasal i184 iayat (1) iKUHAP, isalah isatu ialat 

bukti iyang isah iadalah iketerangan isaksi iyang imerupakan ialat ibukti 

pertama iyang idapat idigunakan idi ipengadilan. iHampir isemua ialat ibukti 

dalam iperkara ipidana iselalu ibertumpu ipada ipemeriksaan iketerangan 

saksi. Keterangan isaksi ipada ikedudukannya isebagai ialat ibukti iuntuk 

memperjelas isuatu iperkara iyang isedang idiperiksa idiharapkan idapat 

menimbulkan ikeyakinan ihakim ibahwa isuatu itindak ipidana ibenar-benar 

terjadi idan iterdakwa ibersalah imelakukan itindak ipidana itersebut. 

 
       9 Petikan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, Nomor 7/JN/2021/MS Aceh., Mahkamah 

Syar’iyah, 27 Mei 2021. 

       10 M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, 

Jakarta: Sinar Grafika. h 289. 
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Dapat dikatakan bahwa kasus pidana sangatlah erat dengan kesaksian 

para saksi karena merupakan bukti yang sangat penting dan dalam beberapa 

kasus bahkan dapat berfungsi sebagai bukti yang paling penting. Dalam 

pembuktian perkara pidana, pemeriksaan keterangan saksi harus dilengkapi 

pada pembuktian dengan menggunakan alat bukti lainnya. Menjadi seorang 

saksi dalam proses persidangan seharusnya sudah menjadi sebuah hal yang 

wajib untuk dilakukan bagi setiap warga negara, kesadaran serta kesiapan 

yang menjadikan seseorang tersebut sebagai saksi telah menandakan bahwa 

orang tersebut sudah menaati dan sadar tentang adanya hukum. 

Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan apakah terdakwa telah dinyatakan salah maupun tidak pada bukti yang 

diajukan. Alat bukti keterangan saksi memiliki bobot hukum dalam 

persidangan pidana. Kesaksian saksi telah diprioritaskan dalam proses 

pembuktian dan bisa menjadi bukti terpenting saat kasus disidangkan. Namun 

tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan atau tidak memiliki nilai yang 

sesuai untuk dijadikan alat bukti. 

Seorangisaksi iharus imemenuhi isyarat isebagai iorang iyang 

mengetahui isendiri, imendengar idan imengalami isendiri isuatu itindak 

pidana, iyang idiatur idalam iPasal i1 iangka i26 iUndang-Undang iNomor i8 

Tahun i1981 itentang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP) iyang imenyatakan 

bahwa isaksi iadalah iseorang isaksi. iorang iyang idapat imemberikan 

keterangan iuntuk ikeperluan ipenyidikan, ipenuntutan idan iperadilan 

mengenai isuatu iperkara ipidana iyang ipernah ianda idengar isendiri, ilihat 

sendiri idan ialami isendiri.  
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Hukum iAcara iPidana imengikat ipihak-pihak iyang iterlibat idi 

dalamnya, itermasuk iHakim iyang imengadili idan imemutus isuatu iperkara 

guna imencapai ikepastian ihukum. iPengakuan isaksi itestimonium ide auditu 

merupakan isuatu ihal iyang ibaru idalam iranah ihukum ipidana. iSedangkan 

dalam ikajian ihukum iperdata iIslam idi iAceh idisebutkan ibahwa ikesaksian 

testimonium ide iauditu ipernah imenjadi ipertimbangan idi iPengadilan 

Syar’iyah iBireuen, ipadahal idalam iperaturan isaksi iyang itidak imelihat 

secara ilangsung itidak idiperkenankan idalam ihukum iacara iperdata. Namun 

hakim Pengadilan Syar'iyah iBireuen imenggunakan iketerangan isaksi 

sebagai idasar idalam imenentukan isuatu iputusan. 

Kedudukan testimonium ide iauditu yang dapat diterima untuk alat 

bukti dalam memberikan bukti tentang suatu peristiwa mengenai telah 

terjadinya dan diakui dalam bagian dimana kriteria dijelaskan dan diakui. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memuat 

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan penjelasan dalam 

mengatur tentang keterangan saksi dan saksi seperti Pasal 1 angka 26 dan 27 

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981.Pasal ini menguraikan bagaimana 

seorang saksi dapat memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung. 

Keterangan isaksi itestimonium ide iauditu iadalah iketerangan tentang 

kenyataan idan ihal iyang itidak ididengar, idilihat iatau idialami sendiri. 

Keterangan isaksi itestimonium ide iauditu idigunakan idalam iproses 

pertimbangan iperkara ipidana iyang idiatur isecara itegas idan ijelas iserta 
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tidak imempunyai inilai ipembuktian ihukum, inamun isetelah iadanya 

putusan iMahkamah iKonstitusi (MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010 iada 

banyak imereka isaksi itestimonium ide iauditu idigunakan ipada isaat 

pemeriksaan isaksi idi ipengadilan.
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana ikesesuaian ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide 

iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010 idengan iketentuan iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara 

iPidana i(KUHAP)? 

2. Bagaimana ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide 

iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasakan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk imengetahui ikesesuaian ipembuktian iketerangan isaksi 

testimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) 

Nomor i65/PUU-VIII/2010 idengan iketentuan iKitab iUndang i– iUndang 

Hukum iAcara iPidana i(KUHAP). 

2. Dapat imengetahui ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium 

ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor 

i65/PUU-VIII/2010. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian iini idiharapkan idapat imemperkaya ipengetahuan ibagi 

mahasiswa idalam ibidang ihukum ikhususnya iterkait ikesesuaian 

pembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu ipasca iputusan 

Mahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010 idengan 

ketentuan iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara iPidana 

(KUHAP).  

b. Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imenambah ireferensi iFakultas 

Hukum isekaligus imenjadi irujukan idalam ipenelitian isejenis ipada 

masa iyang iakan idatang ikhususnya imengenai ikekuatan ipembuktian 

keterangan isaksi itestimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah 

Konstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat  

Penelitian iini idiharapkan idapat isebagai iinformasi iuntuk 

mengetahui ikesesuaian ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium 

ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor 

i65/PUU-VIII/2010 idengan iketentuan iKitab iUndang i– iUndang 

Hukum iAcara iPidana i(KUHAP).  

b. Bagi Pemerintah 

Proses ipenjelasan ipermasalahan iini idilakukan idengan itujuan iuntuk 

saling imelengkapi iantara ihukum idan ikenyataan. iPenyusun 
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berharap ihasil ipenelitian iini idapat ibermanfaat ibagi ipemerintah 

atau iaparat ipenegak ihukum iterkait idengan imemberikan igambaran 

atau ipemahaman ikepada imasyarakat ipada iumumnya idan ipada 

khususnya imengenai inilai ipembuktian iketerangan isaksi 

testimonium ide iauditu ipasca iputusan itersebut. iMahkamah 

Konstitusi. iMahkamah i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010. 

c. Bagi penyusun 

Untuk imenambah ikeilmuan ipenyusun iterkait idengan ipembuktian 

keterangan isaksi itestimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah 

Konstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010 idalam ihukum iacara 

pidana iIndonesia. 
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E. Orisinalitas Penelitian 

Dalam imenciptakan isebuah ikarya harus imenjaga iorisinalitas ikarya 

kita, iterutama ikarya iakademis. iOrisinalitas imenjadi ikriteria iutama idan 

kata ikunci ikarya iakademik. iKarya iakademis iharus imenunjukkan 

orisinalitas. iUntuk ipenelitian iini, ipenyusun imenelusuri ipenelitian-

penelitian isebelumnya. iNamun, ibelum iada iyang imelakukan ipenelitian 

yang isama iberkaitan idengan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium 

ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010 idalam ihukum iacara ipidana iIndonesia. iNamun iterdapat 

beberapa ipenelitian iyang iserupa idengan ipenelitian ipenyusun iyaitu iyang 

berkaitan idengan ikesaksian itestimonium ide iauditu, idan idalam ipenelitian 

ini ipenyusun imenemukan ipersamaan idan iperbedaan idibandingkan dengan 

adanya ipenelitian iini, iyang iakan idijadikan ibahan ipembanding. 

orisinalitasipenyusunnya. 

Kajian ipertama idisusun ioleh iCardono, iMuhammad iHatta idan 

Herinawati, imahasiswa iFakultas iHukum iUniversitas iMalikussaleh, iyang 

melakukan ikajian itentang i“Analisis iHukum iPendapat iHakim iTerhadap 

Kesaksian iSaksi iTestimonium iDe iAuditu i(Studi iKasus iJinayat iNomor 

i7/JN/ i2021) i/MS iAceh)” idalam ipenelitian iini imemang imemiliki 

kesamaan idengan ipenelitian ipenyusun, iyaitu iterkait iketerangan isaksi 

testimonium ide iauditu. iSedangkan iperbedaan ipenelitian iini iterletak ipada 

permasalahannya: iyang iditeliti ioleh iCardono, iMuhammad iHatta idan 
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Herinawati ilebih imemperhatikan ikedudukan isaksi itestimonium ide iauditu 

dalam istudi ikasus ijinayat iNomor i7/JN/2021/MS iAceh.11 

Selanjutnya ijika idibandingkan idengan ipenelitian ikedua ioleh iElsa 

Syafira iDestiana, idan iSri iWahyuningsih iYulianti, imahasiswa iFakultas 

Hukum iUniversitas iSebelas iMaret iSurakarta, iyang iberjudul “Telaah iNilai 

Pembuktian idan iKekuatan iPembuktian iAtas iPerluasan iKeterangan iSaksi 

Testimonium iDe iAuditu” imemiliki ikemiripan idengan ipenelitian iini, yakni 

sama i– isama imengkaji idan imenganalisis ikekuatan ipembuktian 

keterangan isaksi itestimonium ide iauditu. iNamun, ipada ipenelitian iini 

lebih menitikberatkan imengenai ikesesuaian ipembuktian idengan 

menghadirkan iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu idengan iKUHAP.12 

Penelitian iketiga, iberjudul i“Daya iIkat iPutusan iMahkamah 

Konstitusi iTentang iTestimonium iDe iAuditu iDalam iPeradilan iPidana” 

yang idisusun ioleh iSteven iSuprantio, imahasiswa iUniversitas iKatolik 

Parahyangan. Terdapat ikemiripan ipenelitian itersebut idengan ipenelitian ini, 

yakni isama i– isama imembahas imengenai iMahkamah iKonstitusi idalam 

Putusan iNomor i65/PUU-VIII/2010. iNamun, iterdapat iperbedaan ipada 

penelitian iini iyang imencakup idaya iikat idalam iputusan itersebut.13 

Melihat iketiga ipenelitian idi iatas, imaka idapat idisimpulkan ibahwa 

penelitian-penelitian iyang idilakukan ioleh ipenyusun iyang iberbeda 

 
       11 Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim 

Terhadap Saksi Testimonium De Auditu (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh), 

https://www.researchgate.net/publication/371771824_ANALISIS_YURIDIS_PERTIMBANGAN

_HAKIM_TERHADAP_SAKSI_TESTIMONIUM_DE_AUDITU_STUDI_KASUS_JINAYAT_

NOMOR_7JN2021MS_ACEH, 16 Juni 2023. 

       12 Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, Telaah Nilai Pembuktian dan 

Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu, 

https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51071, 2021. 

       13 Steven Suprantio, Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De 

Auditu Dalam Peradilan Pidana, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/92.  

https://www.researchgate.net/publication/371771824_ANALISIS_YURIDIS_PERTIMBANGAN_HAKIM_TERHADAP_SAKSI_TESTIMONIUM_DE_AUDITU_STUDI_KASUS_JINAYAT_NOMOR_7JN2021MS_ACEH
https://www.researchgate.net/publication/371771824_ANALISIS_YURIDIS_PERTIMBANGAN_HAKIM_TERHADAP_SAKSI_TESTIMONIUM_DE_AUDITU_STUDI_KASUS_JINAYAT_NOMOR_7JN2021MS_ACEH
https://www.researchgate.net/publication/371771824_ANALISIS_YURIDIS_PERTIMBANGAN_HAKIM_TERHADAP_SAKSI_TESTIMONIUM_DE_AUDITU_STUDI_KASUS_JINAYAT_NOMOR_7JN2021MS_ACEH
https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51071
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/92
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mempunyai iunsur ikebaruan idan iorisinalitas idibandingkan idengan 

penelitian-penelitian isebelumnya. iSehingga ihasil iyang idiperoleh idari 

penelitian iyang idilakukan ipenyusun idapat idigunakan iuntuk imemajukan 

pemahaman iilmiah. 

No i Profil Judul 

1 Kardono, iMuhammad iHatta, idan 

iHerinawati, imahasiswa iFakultas 

iHukum iUniversitas iMalikussaleh. 

Analisis iYuridis iPertimbangan 

iHakim iTerhadap iSaksi 

iTestimonium iDe iAuditu i(Studi 

iKasus iJinayat iNomor 

i7/JN/2021/MS iAceh). 

Isu iHukum 

1) Kedudukan iketerangan ide iAudit idalam iKUHAP? 

2) Bagaimana ikedudukan iketerangan ide iAudit imalam itanggal i7 

itahun i2013 itentang ijinayat ihukum iacara? 

3) Pertimbangan iHakim iatas itersedianya iketerangan isaksi idalam 

iPerkara iJinayat iNomor i7/Jn/ i2021/Ms iAceh.? 

Hasil iPenelitian 

1) Pemberian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu idalam 

iKUHAP imenurut iputusan iMahkamah iKonstitusi iNomor 

i65/PUU-VIII/2010 imemenuhi isyarat ipemberian iketerangan 

idalam iproses iperadilan ipidana, isehingga iketerangan 

ipemeriksaan isaksi itestimonium ide iauditu idapat imemberikan 

ikesaksiannya isebagai ibukti iindikatif. 

2) Ketentuan iketerangan ipemeriksaan isaksi itestimonium ide iauditu 
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idalam iQanun iAceh iNomor i7 iTahun i2013 itentang iHukum 

iJinayat itidak imempunyai istatus ialat ibukti iyang isah, inamun 

iketerangan isaksi ipemeriksaan itestimonium ide iauditu idapat 

imenjadi ibahan ipertimbangan imajelis ihakim. 

3) Pertimbangan ihakim iterhadap ialat ibukti isaksi itestimonium ide 

iauditu idalam iperkara iJinayat iNomor i7/Januari i2021/Ms iAceh 

iadalah imenolak ialat ibukti isaksi itestimonium ide iauditu. 

Persamaan i 

Sama i- isama imembahas iterkait itentang isaksi itestimonium ide iauditu. i 

Perbedaan i 

Penelitian iini ilebih imenekankan ipada ikedudukan ialat ibukti isaksi 

itestimonium ide iauditu idalam istudi ikasus ijinayat inomor 

i7/JN/2021/MS iAceh. 

Kontribusi i 

Sebagai itambahan iuntuk ipenelitian ilebih ilanjut iterkait ikedudukan ialat 

ibukti isaksi itestimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah 

iKonstitusi iNomor i65/PUU-VIII/2010. 

2 Elsa iSyafira iDestiana, idan iSri 

iWahyuningsih iYulianti, 

imahasiswa iFakultas iHukum 

iUniversitas iSebelas iMaret 

iSurakarta. 

 

 

Telaah iNilai iPembuktian idan 

iKekuatan iPembuktian iAtas 

iPerluasan iKeterangan iSaksi 

iTestimonium iDe iAuditu. 
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Isu iHukum 

1) Kesesuaian ipembuktian imenghadirkan iketerangan isaksi 

itestimonium ide iauditu ipada ikasus ipencabulan iterhadap ianak 

idengan iketentuan iKUHAP? 

2) Penilaian idan ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi 

itestimonium ide iauditu ipada ikasus ipencabulan iterhadap ianak? 

Hasil iPenelitian 

1) Kesesuaian ipembuktian imenghadirkan iketerangan isaksi 

itestimonium ide iauditu idi ipersidangan ipada ikasus ipencabulan 

iterhadap ianak itidak isesuai idengan iketentuan iPasal i1 iangka 

i27 ijo iPasal i185 iayat i(1) iKUHAP, inamun iberdasarkan 

ikeputusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i65/PUU-VIII/2010 

iterdapat iperluasan imakna. 

2) Hakim itidak iterikat ipada ikekuatan iketerangan i isaksi 

itestimonium ide iauditu iserta idalam ikasus iini ihakim ibebas 

imenilai ikebenaran idari iketerangan isaksi itestimonium ide 

iauditu. 

Persamaan 

Sama i– isama imengkaji idan imenganalisis ikekuatan ipembuktian 

iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu. i 

Perbedaan 

Penelitian iini ilebih iterfokus ipada ikesesuaian ipembuktian idengan 

imenghadirkan iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu idengan 



18 
 

 

iKUHAP. I 

Kontribusi 

Berguna iuntuk imahasiswa ihukum iagar imengetahui iterkait ikesesuaian 

ipembuktian idengan imenghadirkan iketerangan isaksi itestimonium ide 

iauditu idengan iKUHAP idan ipenilaian ikekuatan ipembuktian ikesaksian 

itestimonium ide iauditu idengan iketentuan iKUHAP. i 

3 Steven iSuprantio, imahasiswa 

iUniversitas iKatolik 

iParahyangan. 

Daya iIkat iPutusan iMahkamah 

iKonstitusi iTentang iTestimonium 

iDe iAuditu iDalam iPeradilan 

iPidana. i 

  Isu iHukum 

 Bagaimana idaya iikat idan ipengaruh iputusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i65/PUU-VIII/2010 idalam iperadilan ipidana? 
 

 Hasil iPenelitian  

 

Putusan iMahkamah iKonstitusi ibersifat ifinal idan imengikat iumum idan 

ibertujuan iuntuktegaknya ikonstitusi, imengikat isetiap iorang itermasuk 

iMahkamah iAgung idan ibadan iperadilan idi ibawahnya. iOleh isebab 

iitu, iputusan itersebut iberpengaruh ibagi ipengadilan iuntuk 

imempertimbangkan, imengadili idan imemutus idengan imemperhatikan 

iputusan iMahkamah iKonstitusi. 
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 Persamaan  

 Sama i– isama imembahas imengenai imengenai iMahkamah iKonstitusi 

idalam iPutusan iNomor i65/PUU-VIII/2010. 
 

 Perbedaan  

 Terdapat iperbedaan ipada ipenelitian iini iyang imencakup idaya iikat 

idalam iputusan itersebut. 
 

 Kontribusi  

 Memberikan iinterpretasi ibaru imengenai isaksi idalam iKUHAP, iyang 

imengakui isaksi itestimonium ide iauditu. i 
 

Sedangkan penelitian ini adalah: 

Profil Judul 

Lavarizky iAlfarizah, iMahasiswa 

iFakultas iHukum, iUniversitas 

iIslam iMalang 

Analisis iYuridis iKekuatan iPembuktian 

iKeterangan iSaksi iTestimonium ide iAuditu 

iDalam iHukum iAcara iPidana iIndonesia 

iPasca iPutusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i65/PUU-VIII/2010. 

Isu iHukum 

1) Bagaimana ikesesuaian ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide 

iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010 idengan iketentuan iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara 

iPidana i(KUHAP)? i 

2) Bagaimana ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu 

ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010? 

Nilai iKebaruan 



20 
 

 

Menganalisis ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu 

ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode ipenelitian iadalah isuatu icara iilmiah iuntuk imemperoleh bahan 

yang idapat idipercaya, iyang itujuannya iadalah iuntuk imenemukan, 

mengembangkan idan imenegaskan ipengetahuan itertentu iyang ikemudian 

dapat idigunakan iuntuk imemahami, imemecahkan idan imeramalkan isuatu 

permasalahan.14 Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan idemikian, ipenelitian iini 

bertujuan imengungkap ikebenaran isecara isistematis, ikonsisten idan 

metodologis. Oleh ikarena iitu, ipenelitian iyang idigunakan idalam keilmuan 

yang bersikap deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai 

preskripsi dalam menyelesikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan 

yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, 

jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, 

appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung 

nilai.15 

 

 
       14 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 

D, Bandung: Alfabeta. h.6. 

       15 Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum, Cet. Ketigabelas, Jakarta: Kencana. h.35. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian iini ibersifat ihukum inormatif i(doktrinal) idan ibertujuan 

untuk imemecahkan idan imenyelesaikan ipermasalahan ipembuktian 

keterangan isaksi itestimonium ide iauditu isesuai iputusan iMahkamah 

Konstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010. iPenelitian ihukum 

normatif imembahas itentang irincian idoktrin iatau iasas ihukum.16 

Penelitian ihukum inormatif ijuga idikenal isebagai ipenelitian ihukum 

kepustakaan iadalah ipenelitian ihukum iyang idilakukan idengan imeneliti 

bahan ipustaka iatau idata isekunder ibelaka.17 iDalam imetode ipenelitian 

regulasi, ipendekatan iyang idigunakan imengacu ipada iketentuan ihukum 

dengan iaturan itertulis iatau iperaturan iperundang-undangan iyang iada. 

Penelitian iini imenggunakan ipendekatan iperundang i– iundangan (statue 

approach) idengan imenelaah iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) 

Nomor i65/PUU-VIII/2010 idan imenggunakan ipendekatan ikonsep 

berdasarkan ipandangan idan idoktrin iatau ipendapat iyang iberkembang 

dalam iilmu ihukum, idipadukan idengan ipemaparan ifaktual iatas ikasus 

- ikasus iyang itelah iterjadi.  

 

 

 

 

 

 

 
       16 Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. h.24. 

       17 Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Press. h.13. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan 

yang meliputi: 

a. Pendekatan perundang – undangan (statue approach) 

Pendekatan imetode iini idilakukan idengan imempelajari 

seluruh iperaturan iperundang-undangan iyang irelevan idengan 

permasalahan ihukum iyang idihadapi.18 iPenyusunan iini ifokus ipada 

aturan iyang imembahas itentang ikesaksian itestimonium ide iauditu 

pasca iputusan iMahkamah iKonstitusi (MC) Nomor i65/PUU-

VIII/2010 dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

b. Pendekatan konsep (conseptual approach) 

Pendekatan iini iberangkat idari ipandangan idan idoktrin iyang 

berkembang idalam iilmu ihukum. iMetode ipendekatan iini digunakan 

untuk imencari ijawaban iatas ipertanyaan-pertanyaan ihukum idalam 

penelitian ihukum. iDengan idemikian, ikesesuaian ipendekatan 

terhadap ipermasalahan ihukum imenjadi ifaktor iutama idalam 

pemilihan.  

c. Pendekatan kasus hukum (law case approach) 

Pendekatan iini idilakukan idengan imengkaji ikasus-kasus 

terkait permasalahan ihukum iyang imuncul. Perkara iyang 

dipertimbangkan iadalah iperkara iyang itelah idiambil ikeputusan 

pengadilan iyang imempunyai ikekuatan ihukum itetap. iHal iutama 

 
       18 Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Press. h.13. 
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yang idikaji idalam isetiap iputusan iadalah ipertimbangan ihakim 

dalam imengambil iputusan isehingga idapat idijadikan idalil idalam 

memutus ipermasalahan iyang isedang idihadapi.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan ihukum imerupakan isegala ibahan iyang imenjadi iobyek 

penelitian, iterdiri iatas ibahan ihukum iprimer, ibahan ihukum isekunder, 

dan ibahan ihukum itersier.19 iSumber ibahan ihukum iyang idigunakan 

dalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan ihukum iprimer iadalah ibahan iyang ibersifat mengikat, 

otoritatif iberupa iperaturan iperundang i– iundangan, iyurisprudensi, 

dan iperjanjian.20 i iDalam ipenelitian iini, ibahan ihukum iprimer yang 

digunakan iyaitu iberupa iperundang i– iundangan iyang isesuai 

dengan ipokok ipermasalahan iyang idibahas iantara ilain; iKitab 

Undang – iUndang iHukum iAcara iPidana (KUHAP), iputusan 

Mahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan ihukum isekunder iadalah ibahan ihukum iyang 

menjelaskan ibahan ihukum iprimer, iyang iterdiri iatas ipenjelasan 

ketentuan iperaturan iperundang-undangan, iteks iilmiah, idoktrin, idan 

pendapat iahli.21 iBahan ihukum isekunder iyang idigunakan ioleh 

penyusun iyaitu ibahan ihukum iyang idiperoleh idari ipublikasi 

 
       19 Anonimus. 2019. Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam 

Malang. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h.28. 

       20 Ibid.  h.28. 

       21 Anonimus. 2019. Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam 

Malang. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h.29.  
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tentang ihukum imeliputi ibuku i- ibuku, ijurnal, idan iliteratur iyang 

berkaitan idengan ihukum, iserta ipendapat ipara ipakar ihukum iyang 

ada idalam iliteratur iyang iberhubungan idengan ipenelitian iini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan ihukum itersier iatau ibahan ibukan ihukum iadalah ibahan yang 

tidak imeliputi ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder 

yang isifatnya isaling imelengkapi idengan ibahan ihukum iprimer idan 

bahan ihukum isekunder.22 iBerdasarkan ipengertian itersebut, ibahan 

hukum itersier iadalah ibahan iyang idapat idigunakan iuntuk 

memberikan idukungan iberupa ipetunjuk iatau ipernyataan imengenai 

bahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder. iBahan ihukum 

tersier iyang ipenyusun igunakan idiambil idari iinternet, idan ilain i- 

lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Cara ipengumpulan ibahan ihukum idapat idiperoleh imelalui 

penelitian ikepustakaan iberdasarkan iperaturan, iundangan, ibuku, 

dokumen iresmi, ipublikasi idan ihasil ipenelitian.23 iSetelah isuatu 

permasalahan ihukum iteridentifikasi, ipenyusun iakan imencari ibahan-

bahan ihukum iyang irelevan idengan ipermasalahan ihukum iyang 

dihadapi. Dalam ihal iini, ipenyusun iakan imencari iperaturan perundang-

undangan iyang iberkaitan idengan ipermasalahan ihukum iyang 

dimaksud, imengumpulkan ibuku, ijurnal, idan iliteratur ilain iyang 

 
       22 Bambang Sunggono. 1998. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

h.97. 

       23 Zainuddin Ali. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. h.107. 
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relevan, ikemudian imengklasifikasikannya imenurut isumber idan 

hierarki iuntuk idikaji ilebih ilanjut isecara ikomprehensif.24  

Dalam ipenelitian iini imetode ipengumpulan ibahan ihukum iyang 

penyusun igunakan iadalah ipenelitian ikepustakaan, iyaitu isuatu ibentuk 

pengumpulan idata iyang idilakukan idengan icara imengumpulkan, 

membaca ibuku-buku isastra idan idokumen-dokumen iyang iberkaitan 

dengan iobjek ipenelitian, iserta imengutip idata-data iyang imemuat 

peraturan perundang - undangan, ikeputusan ipengadilan, idokumen idan 

bahan ipustaka ilainnya idari ibeberapa ibuku ireferensi, iartikel idari 

beberapa ijurnal, iarsip, ihasil ipenelitian iilmiah, ilaporan, iteori, imedia 

seperti isurat ikabar, iinternet idan ibahan ipustaka ilain iyang irelevan 

dengan ipermasalahan iakan idiselidiki. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Tergantung idari isifat ipenelitiannya iyang imenggunakan imetode 

penelitian ipeskriptif ianalitis, imaka ianalisis bahan – bahan hukum iyang 

digunakan idalam ipenelitian iregulasi iadalah dengan icara 

mendeskripsikan idata dalam ibentuk ikalimat-kalimat iyang iteratur, 

konsisten, ilogis, itidak itumpang itindih idan iefisien, isehingga 

memudahkan idalam imenafsirkan idata idan imemahami imaksud idari 

hasil ianalisis.25  

Berdasarkan iuraian idi iatas, ibahan-bahan ihukum iyang itelah 

dikelompokkan ikemudian idikaji idengan imenggunakan ipendekatan 

 
       24 Johny Ibrahiim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. 

h.338. 
       25 Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penyusunan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. 

Bandung: Alfabeta. h.69. 
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konseptual, ipendekatan iperundang-undangan, idan ipendekatan ikasus 

hukum iuntuk imemperoleh igambaran iatau ijawaban iatas ipermasalahan 

yang imenjadi ifokus ipenelitian.26 Bahan-bahan iyang iterkumpul 

kemudian idiuraikan isecara isistematis (abstrak) ipokok ibahasan 

penelitian isedemikian irupa isehingga isesuai idengan ijudul ipenyusunan 

dan irumusan imasalah iyang idiangkat idalam ipenelitian iini iberdasarkan 

undang i- iundang itersebut.  

Metode ianalisis ibahan ihukum iyang idiperoleh idari ihasil ipenelitian 

kepustakaan iakan idiolah iberdasarkan ianalisis iperaturan. iYuridis 

karena ipenyusun iakan imemaparkan ipenjelasan iteori idan ipendapat 

ahli, idan inormatif, ikarena ipenyusun ibersumber idari iperaturan iyang 

ada isebagai inorma ihukum ipositif. iSehingga, idapat iditemukan 

jawaban iatas irumusan imasalah iyang itelah idiuraikan idiatas. iDari 

proses ianalisa itersebut iditemukan ihasil iyang iselanjutnya ipenyusun 

menganalisa iisi (content ianalysis) idan imengkaji ipermasalahan iuntuk 

mendapatkan ipemecahan imasalah iatau isolusi iserta ikejelasan iterhadap 

norma iyang ikabur ikarena ipermasalahan iyang itimbul itidak isesuai 

dengan iapa iyang idicita i– icitakan idalam iketentuan iperaturan 

perundang i– iundangan iyang iberlaku. iLangkah iterakhir iadalah 

kesimpulan i(concluding) iuntuk imenyimpulkan ihasil ipenelitian iyang 

ada.27 

 
       26 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. h. 67. 

       27 Badruddin dkk. 2019. Pedoman Penyusunan Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. h.21. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam imelakukan ipenelitian, isalah isatu isyarat iyang iharus 

idipenuhi idalam isebuah ikarya iilmiah iadalah iharus iadanya isistem iyang 

isistematis iagar ipembahasannya iterfokus isehingga itujuan ipembahasan 

idapat idijelaskan idengan ijelas. iSehubungan idengan iitu, isistematika 

ipersiapan iyang idisusun ioleh ipenulis iadalah isebagai iberikut: 

Pada iBAB iI, ipenulis imenjelaskan iinti ipermasalahan iyang idibahas 

idalam iproposal iini, ikemudian idilanjutkan idengan irumusan imasalah, 

itujuan idan ikelebihan ipenelitian, iorisinalitas ipenelitian, iserta imetode 

ipenelitian idalam imelakukan ipenelitian iini idan iPenyusunan isistematika 

iitulah iyang imenjadi iawal imula ipermasalahan idalam ipenelitian iini, iyang 

iselanjutnya iakan ipenulis ibahas ipada ibab iselanjutnya. 

Pada iBAB iII iberisikan iperihal itinjauan ipustaka iyang imembahas 

tentang ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu 

dalam ihukum iacara ipidana iIndonesia ipasca iputusan iMahkamah 

Konstitusi iNomor i65/PUU-VIII/2010. iPada ibab iini ipenyusun iakan 

menguraikan itentang itinjauan imengenai ipengertian isaksi itestimonium ide 

auditu idan ipenyusun ijuga iakan imenguraikan iapa isaja iperaturan idan 

dasar ihukum iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu. 

Pada iBAB iIII iini iberisi ipembahasan iyang imenjelaskan irumusan 

masalah imengenai ikesesuaian ipembuktian iketerangan isaksi itestimonium 

ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010 idengan iketentuan iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara 

Pidana i(KUHAP), ibagaimana ipertimbangan ihakim iterhadap ikeberadaan 
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saksi itestimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) 

Nomor i65/PUU-VIII/2010 idan ikekuatan ipembuktian iketerangan isaksi 

testimonium ide iauditu ipasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) Nomor 

i65/PUU-VIII/2010.  

BAB iIV iberisi ikesimpulan idan isaran. iPada ibab iini ipenulis 

merangkum ihasil idari iseluruh ipenelitian iyang idilakukan iyaitu rangkuman 

hasil ipenelitian iyang iberkaitan idengan “Analisis iYuridis iKekuatan 

Pembuktian iKeterangan iSaksi iTestimonium ide iAuditu iDalam iHukum 

Acara iPidana iIndonesia iPasca iPutusan iMahkamah iKonstitusi iNomor 

i65/PUU-VIII/2010.” iKemudian isetelah iitu idilanjutkan idengan 

memberikan isaran iuntuk idapat idijadikan isebagai ibahan ipertimbangan idi 

penelitian iselanjutnya. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Kesesuaian pembuktian iketerangan isaksi itestimonium ide iauditu 

pasca iputusan iMahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-

VIII/2010 idengan iketentuan iKitab iUndang i– iUndang iHukum 

Acara iPidana i(KUHAP) terletak pada relevansi kesaksian yang 

diberikan terhadap perkara yang diperiksa setelah dihubungkan dengan 

alat bukti yang sah lainnya beserta barang bukti. 

2. Putusan Mahkamah iKonstitusi i(MK) iNomor i65/PUU-VIII/2010 

bersifat final dan binding serta erga omnes, oleh karena itu 

berpengaruh bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya 

untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan 

memperhatikan putusan MK demi tegaknya prinsip – prinsip hak asasi 

tersangka dan atau terdakwa. Kekuatan pembuktian keterangan saksi 

testimonium ide auditu pasca putusan Mahkamah iKonstitusi (MK) 

Nomor i65/PUU-VIII/2010 sebagai alat bukti keterangan saksi, sudah 

seharusnya lembaga peradilan dibawahnya mempertimbangkan 

kekuatan pembuktian dari keterangan saksi testimonium de auditu 

sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana di Indonesia.  
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B. Saran 

1. Pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu baik pra maupun 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 

tidak memilki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti. Aparat 

penegak hukum harus bersikap aktif untuk mempertimbangkan keterangan 

saksi testimonium de auditu agar dapat diterapkan lebih efektif dalam 

proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan agar mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil. 

2. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan 

kesaksian testimonium de auditu walaupun tidak memiliki kedudukan 

hukum yang sah sebagai alat bukti, tetapi dapat memperkuat keyakinan 

hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain. 
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